PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
JE MH. Tamio No. 4 ‘B (0403) 2523462 [ 93653 Rl

KEPUTUSAN

BUPATI MUNA

NOMOR: 503/421.9/009/DPM-PTSP/V1/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP NEGERI 4 PARIGI
DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah
Kecamatan, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna
pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka periu
Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri di wilayah tersebut, dengan maksud memperiuas daya tampung
siswa;

b. bahwa di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Pangi Kabupaten Muna
Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 5 (Lima) Sekolah Dasar Negeri
(SD) dan 3 (Tiga) Sekolah Swasta sebagai Pendukung berdirinya
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parigi (SMP) Negeri;

c. Bahwa dalam rangka Ilegalitas sekolah baru, perlu dibentuk
Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parigi dengan
memberikan Izin Operasional;

d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka
UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Parigi Kecamatan
Parigi Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan
Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muna Nomor, 800/931 Tanggal 5 April 2021;

e. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, ¢, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muna;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana|
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Memberkan  Parsolujuan Pambettukan/izin: Operasional Sekolah - Menengah
Fartama (GME) Megen, dengan Mama | embaga SMP Negerd 4 Parigi, Alamat
Denn Labulu Balu Kecamatan Parigl Kabupaten Muona,

anyelangira satann Pendidiban sebagaimena dirmakeud dalam diktum KESATY
hestkewnjiban Mamonuhi syt syarl

|

Melaksanakan  semua kegiatan Pendidikan  diternpat - yang dilm;)ph‘m,d?m
menyediakan sarana dan prasarans sesuai dongan standar Nagional,
Menyelenggaakan Proses belajar mengajar dan sermua kegiatan berdasarkan
Petaturn Perndang Undangan standar - Nasional dan - Norma-Norma - yang
Destlabe,

Mermilili Momor Prokok Sekolah Nagional sera melakukan pemutakhiran data
socann berkals dalam sistim data pokok pendidikan (DAPODIK) dan Profil
Satiian Pendidikan Dinas Pondidilzan dan Kesbudayann Kabupaten Muna;

Mesimilikt tanggungg Jawab sosial,

Meshikuben disftar ulang sesuai dengan ketentuan sobagai berikut:
o Haluan Pomdidiean yang belium Terabkrodiasi has ielakuban daftar— ulang setiap V(satu) Tahur,
I tiatian Penditiban yang bolum Terslaediast C hanes melakuian daftar ulang sefiap sty Tahur,

o tustuan Pandieliean yang belum Terabreditast B hars roetakuban daftar ulang setiap 2szi) Tahu,

o Stuan Pandidian yong belurn Terskreddasi A hanis melabaikan daflar utang sediap A(sztu) Tahun,
Parpanjangan Izin Operasional Ponyslanggaran Pandidikan beraku selama
Satuan Pendidikan manih memenuhl persyaratan Pendirian satuan Pendidikan
don Satuan Pendidikan magsih menyolenggarakan kegiatan pernbelajaran;

Dalam  hal pelakeanaan prones  belajar mengajar dan kurikulurn - yang
digunakan mengikuti petunjulke dan aturan yang berlaku,

Penyslanggarn borkewajiban membuat laporan tertulis mengenai
perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudaynan Kabupaten Muna,

Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan - Pendidikan
maupun Penyslenggaraan Pendidikan sepenuhnya menjadi Tanggungjawab
Penyelenggara Satuan Pendidikan,

Apabils Diktum tersebut diatas tidake dipenuhi, maka Bupati Muna melalui
Dinas Ponanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Munn dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian han tormyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
alan dindakan perbaikan sebagaimana mestinyga,

Ditetapkan di . Raha
Pada Tanggal ;. 3 JUNI 2021

a.n. Bupati Muna
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Tembusan : Yang lerhormal,
Mentar Pendidikan Nagsional di Jakartn,

2 Gubarmur Provingi Sulawest Tenggara di Kendari,
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Bupnti Muna di Raha,

Kepala Dinns Pondidikan Provinsi Sulawanst Tanggara di Kendari,
Kopaln Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;

Comat Parigl di Parigl,
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